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BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun
2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959 tentang
Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 14);



2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja yang dipimpin  oleh kepala kelurahan

yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab
kepada camat.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat dan kelurahan.
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(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Camat
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 3

(1) Camat mempunyai tugas yang meliputi:
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan

Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada
di kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 3
fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;
h.pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-
undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku
perangkat kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Camat.

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Paragraf 3
fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lurah
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-

undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:
a. Lurah;
b. Sekretaris;
c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban;
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Pada kecamatan dan kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan
fungsional.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.

(2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan yang
dipimpinnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

(3) Camat melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal12

(1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi
teknis fungsional dan teknis operasional.

(2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya,
bersifat koordinasi teknis fungsional.

(3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya
masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya
diwilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas inetrnal Kecamatan/Kelurahan, Camat,
Sekretaris Kecamatan, Lurah dan Kepala satuan organsiasi
kecamatan/kelurahan dan kelompok jabatan fungsional, wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horisontal.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dilingkungan kecamatan/kelurahan
dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan
mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan.

Pasal 14

(1) Setiap bawahan di lingkungan kecamatan/kelurahan, wajib mematuhi
petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta
melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat
memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Pasal 15

(1) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada
waktunya, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Lurah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada
waktunya, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui
camat.

(3) Kepala satuan organisasi di lingkungan kecamatan/kelurahan, wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya sesuai
dengan bidang tugas masing-masing kepada Camat/Lurah.
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BAB VI

ESELONISASI

Pasal 16

Eselonisasi jabatan struktural pada Kecamatan terdiri atas:
a. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan

Administrator;
b. Sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau

Jabatan Administrator;
c. Lurah dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural

eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
d. Sekretaris kelurahan, Kepala Subbagian pada sekretariat kecamatan dan

kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb
atau jabatan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser.
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 46

NO. NAMA JABATAN PARAF

1. Kusnedi Kasubbag. Produk Hukum Daerah

2. H. Andi Azis Kepala Bagian Hukum

3. H. Heriansyah Idris Asisten Tata Pemerintahan

4. H. A.S.Fathur Rahman Sekretaris Daerah
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